
a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan 
masvaraknt schingga diper luk an pernbangunan dan 

pengembangan terhadap sistern, sarana, dan pengelola 
penyediaan air minum; 

b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada 
masyarakat dalam mendapatkan air min um yang bersih, 
sehut, cukup, dun lo.yak bcrdasarkan tata kclola 

pcru sahaan yang haik perlu dilakukan penataan 
pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

c. bahwa dalam perkernbangannya ketentuan mengenai 

perusahaan daerah air minum yang diatur dalam 

Pera tu ran Daerah Kabupaten Langkat Nomor l O tahun 

1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Langkat perlu disesuaikan bentuk hukumnya 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

BUPATl LANGKAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TfRTA WAMPU 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT 

NOMOR ... ~ ... TAHUN .. ?.~~~ · 

BUPATILANGKAT 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

SALIN AN 
... .. - 1 - 

Menimbang 



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang 

Dadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

ten tang 
Republik 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 

Repuhlik 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

l . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Linglrungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan 

Mengingat 

d. tentang Badan Usaha Milik Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Wampu; 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adaJah Kabupaten Langkat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pernerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakvat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi setuas­ 

Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Pasal 1 

BABI 

Kfl:Tfl:NTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 
DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetuj uan Bersama 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT 

dan 

BUPATI LANGKAT 

Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 

Min um; 
8. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Pengangkatan dan Pernberhentian Anggota Dewan 
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dircksi 
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerin tah Daerah adalah kcpala dacrah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Langkar 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Daerah Kabupaten Langkat. 

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minurn Tirta Wampu 

Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Perumda 
Air Minum Tirta Wampu adalah badan usaha milik 

daera h yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan 
tida.k terbagi atas saham. 

7. Bupati yang rnewakili Pemerintah Daerah dalam 

Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisa.hkan pada 
Perumda Air Minum Tirta Wampu yang selanjutnya 

disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta 
Wampu yang memegang kekuasaan tertinggi dalarn 

Perurnda Air Minum Tirta Wampu dan merncgang segala 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan 
Pengawas atau Direksi. 

8. Dewan Pengawas adalah organ Perurnda Air Minum TirLa 
Wampu yang bertugas melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
kcgiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Wampu. 

9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Wampu 
yang bertanggung jawab aras pengurusan Perumda Air 

Minum Tirta Wampu. 
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kebutuhan air min urn masyarakat. 

kesej ah teraan meningkatkan 

Maksud peridirian Perumda Air Minurn Tirta Wampu adalah 

dan mernenuhi untuk 

Pasal 5 

BAB 111 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Perumda Air Minum Tirta Wampu berkedudukan dan 

berkan t.or pusat di Sta bat. 

(2) Untuk memperlancar pelavanan kepada masyarakat, 

Perumda Air Minum Tirta Warnpu dapat mernbu ka 

kantor unit pelayanan sesuai <lengan ketentuan 

peraturan peru 11dang-t1nrlangc111. 

Pasal 4 

Perueahuan Umurn Daerah Air Minum Tirt.a Wampu yang di 

bcntuk berclasarkan Peraturan Daerah ini adalah peralihan 

bentuk dari Perusahaan Dacrah Air Minurn Tirta Wampu. 

Pasal 3 

Perusahaan Umum Daerah ini diberi rrarna Peru.sahaan 
Umum Daerah Air Minurn Tirta Wampu. 

Pasa12 

BAB II 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
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Kegiatan usaha Perumda Air Min urn Tirta Wampu 

diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan 

urnurn berupa penycdiaan air bersih clan/alau air minum 

yang bermutu bagi pernen uhan hajat hidup masyarakat 

sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah 
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. 

Pasal 7 

BABIV 

IIBGIATAN tJSAHA 

perekonomian Daerah; 

d. sebagai penyelenggara sistern su bsidi silang pelayanan 

Air Minum antar golongan pelanggan dan antara 
pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan 

sesuai dengan kemampuan Perurnda Air Minum Tirta 
Warnpu: 

e. memperoleh keuntungan dan melaksanakan penugasan 

Pernerintah Daerah di bidang Air Min urn dalam rangka 

menunjang pembangurian dengan menerapkan prinsip 
Tata f<elula Perusahaan yang Haik; dan 

f. meninglrntkan pendapatan asli Daerah. 

peningkatan c. 

Tujuan pendirian Peru mda Air Minum Tirta Wampu adalah: 

a. menyeienggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan 

penyediaan Air Minu m kepada masyarakat dengan 
mengutarnakan pencapaian target pelayanan; 

b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang 
berkualitas dengan tarif yang terjangkau; 

menunjang pengembangan dan 

Pasal 6 
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(1) Modal c.lasar yang dirnil ik i oleh Peru mda Air Minum Tirta 

Wampu adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan 
Dacrah Air Min um Tirta Wampu. 

(2) Modal sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) merupakan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 

saham. 

(3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

adalah sebesar Rp. 68.292.703.113>00 (Enarn puluh 

Pasal 10 

BAB VI 

MU DAL 

Perumda Air Minum Tirta Wampu didirikan untuk jangka 
waktu yang tidak terbatas. 

Pasal 9 

BAB V 

JANGKA WAI<TU BERDfRT 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7> Perurnda Air Minum Tirta Wampu 
menyelengarakan pelayanan yang melipu ti: 
a_ pelayanan air bersih dan/atau air minum; 
b. pelava na n pengiriman air tangki; 

c. pelayanan hydrant umurn: 

d. pclayanan hydrant kebakaran; 

e. usaha penyediaan air minurn da1am kernasan: dan 

f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 8 
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Wampu. 

(2) Organ Perumda Air Mi.num Tirta Wampu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri at.as: 

a. l<PM; 

b. Dewan Pengawas, dan 

c. Direksi. 

Perumda Air Minum Tirta Wampu (1) Pengurusan 
d ilak sa na knn oleh Organ Perurnda Air Min urn 1'ir1'A. 

Pasal 12 

Umum 

Paragraf 1 

BAf-3 VU 

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TfRTA WAMPU 

( 1) Untuk mcningkatkan kapasitas perusahaan a tau 

pengembangan u saha, Peru mda Air Minum Tirta Wampu 
dapat menambah modal peru sahaan. 

(2) Penambahan modal se baga irnaria dirnaksud pada ayat. ( 1) 

dapat berasal dari: 

a. penyertaan modal daerah; 
b. pinjaman; 

c. hibah; dan 

d. 8llm1wr modal lainnya yang oah. 

Pasal 11 

delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh 
ratu s tiga ribu seratus tiga belas rupiah). 

- 8 - 



(I) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 

Pasal 15 

Paragraf 3 

Dewan Pengawas 

langsurig menggunakan kekayaan peru sahaan urnum 

daerah secara melawan hukurn. 

tidak tidak terlibat baik secara langsung maupun c. 

KPM tidak bertanggung jawab alas kerugian Perumda Air 
Minum Tirta Wampu apabila dapat membuktikari: 

a. riria k mnnpunyai kepentingan pribadi baik langsu ng 

maupun tida k langsu ng; 

b. t idak te-rlihat rla la rn pe-rhuata n melawa n h u k urn yane 

dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau 

Pasal 14 

KPM 

( 1) Organ Perusahaan Umum. Daf'.rab Air Minurn Tirta 

Wampu ecbagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 

melaku ka n rapat dalam pengembangan usaha Perurnda 
Air Min um Tirta Wampu. 

(2) Ra pat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : 
a. Rapat Tahu nan; 

b. Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran 
Perumda Air Minurn Tirta Wampu; dan 

c. R..-1piil Luar Bia sa. 

Pasal 13 
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J. 
k. 

i. 

h. 

tugasnya; 

bcriiazah paling rcndah Strata l (S-1 ); 
beru sia paling tinggi 60 (enarn puluh) tahun pada saat 

menda fl Hr pertama kali; 

tidak pernah dinyatakan pailit; 

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, 

atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

badan u saha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

t irl a k sf-'.ch-111r, menjalani sanksi pidana: dan 
tidak sedang menjadi penguru s parrai politik, calon 

kepala daera h a tau ca lori wakil kepala daerah , dan I a tau 

calon anggota legislatif. 

f. 
g. 

e. 

perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan claerah; 

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajemen; 

menyediakan waktu yang cukup unt.uk melaksanakan 

mcngem bangkan dan rnernaj u ka n untuk tinggi 
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 

kepernimpinan , integritas, keahlian, b. rnerniliki 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang 

bersangkutan harus memenuhi syarar sebagai berikut: 
a. schat jasmani dan rohani; 

Pasal 1G 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud puda 

ayat ( J) dapat terdiri dari urisur independen dan unsur 

Jainnya sesuai dengan ketenruan peraturan perundang­ 

undangan. 

(3) Unsur lain nya sebagaimana dirna k sud pada ayat (2) 

dapat terdiri atas pejabat Pernerintah Pu sat atau pejabat 

Pemerintah Dacrah yang tidak bertugas melaksanal<an 

pclayanan pu blik. 
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(1) Ket ua Dewan Pengawas merangkap anggota menerrma 

ua ng jasa paling banyak 45°!.) (cmpat pulu h lirna 

perseratus) dari gaji Direktur. 
(2) Sf:krd.aris Dewan Pengawas merangkap anggota 

menerirna uang jasa paling banyak 40cYo (empat puluh 

perseratus) dari gaji Direktur. 
(3) Setiap anggota Dewan Pengawas mencnma uang jasa 

paling banyak 35°/o (tiga puluh perseratus) dari gaji 

Uirektur. 

Pasal 20 

a. mclaporkan hasil pcngawasan kcpnda l<PM; dun 

b. mernbuai rlan meruelihara risalah rapat. 

(1) Dewan Pengawas bert ugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap Perurnda Air 

Minum Tirta Wampu ; dan 

b. mengawasi dan mernberi nasihat kepada Direksi 

dalam menjalankan pengurusan Perumda Air 

Minum Tirta Warnpu. 
(2) Dewan Perigawas wajib: 

Pasal 19 

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk rnasa jabaran 
paling lama 4 (empat} tahun dan dapat diangkat kernbali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 18 

-Jumlah anggota Dewan p engawas paling banyak sarna 
deug .. rn jurnlah Direksi. 

Pasal 17 
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tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/ a tau ketentuan anggaran 

dasar; 

b. 

. . ta Dewan Pengawas d ilak u kan Pembe rhcn tian anggo · 
apabila berdasarkan data dan inforrnasi yang dapat 

dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang 

bersangkutan : 

tidak dapat melaksanakan tugas; a. 

( 1 ) 

Pasal 22 

diberhentikan sewaktu-wakm dari jabatan sebagai 
Anggota Dewan Pengawas. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 ha rj 

kcrja sejak yang bersangkutan dinngkat mcmangku 

jabatan baru sebagni Dewan Pcngawas jabatan yang 

bersangkutan sel)ago.i Anggotn Dewan Pcngawas 

dinyatakan berakhir. 

administratif berupa sanksi dikeriai (l) ayat 

( l) Anggota Dewan Perigawas dilarang memangku jabatan 
rangkap sebagai: 

a. Anggota Direksi pada Badari Usaha Milik Daerah 

(BUMP), Badar; Usaha Milik Negara (BUMN) 
dan/atau Badan Usaha Milik Swasta; 

b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan; dan/ a tau 

c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik 
kepenlingcm. 

(2} Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 21 
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melakukan rapal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

pemberhentian sementara ba tal demi hukum. 

(3) Apabila Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang 

sah, yang bersangkutan dianggap rnenerima hasil rapat, 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan 
Pengawas yang telah bcrkckuatan hukurn tetap rnaka 

yang bersarigkutan dapat diberhentikan dcngan tidak 

hormat. 

(satu) bulan KPM belu r11 (2) Apabila dalam waktu 

(1) Paling lambat (satu) bulan sejak pernberhentian 

sernentara sebagaimana dimaksud dalam I'asal 22 ayar 

(2), KPM melakukan rapar untuk menen tu ka n yang 

bersangkutan di rehabilitasi atau diberhentikan dengan 

dihadiri Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tina 

Wampu. 

Pasal ?.3 

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM. 

g. 

f. 

c. 

din_vatakan hersalah dengan putusan pcngadilan 
yang telah mempunyai kekuatan h ukum tetap; 
mengundurkan diri: ' 
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 

Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan 

peraturan peundang-undangan; dan/atau 

tidak terpilih lagi dalarn hal adanya peru bahan 
kehiiakan Peme · t .1... D n n Eu I aeral 1 seperti 
rcstrukturisasi, likuidasi, aku i~isj dan pem bubaran 
BUMD. 

d. 

Daerah; 

kecurangan yang 
mcngak ihatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau 

clalam tindakan tcrlibat c. 

- 13 - 



harus memcnuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasrnani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalarnan, jujur, perilaku yang baik, clan dedikasi yang 
ti.nggi untuk mernajukan dan rnengembangkan 
perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah ; 

d. memahami rnanaje.men perusaha:=u,; 

e. merniliki pengetahuan yang mernadai di bidang usaha 
perusahaan; 

f. berijazah paling rcndah Strata 1 (S-1 ); 

g. pengalarnan kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang 

rnanaierial perusahaan berbadan hukum dan pernah 
mernimpin tim; 

h. bcr-u aia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan 

paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar pertarna kali; 

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, 

ata u Komisaris yang dinyatakan bcraa la h menyebabkan 

badan usaha yang d ipirnpin dinyatakan pailit; 
J. tidak pernah dihukum karcna melakukan tindak pidana 

yang merugikan kcuangan negara atau keuangan 

daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

Untuk dapat cliangkat scbagai Direksi vans bersanzkutan • . o o 

Pasal 25 

Direksi Pcrumda Air Min urn Tirta Warnpu diangkat olch KPM. 

Pasal 24 

Paragraf 4 

Direksi 
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Anggota Direksi diangkat u n tu k masa jabatan paling lama 5 

[Iirna] tahun dan dapat diangkat ke.rnbali untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan kecuali : 

a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcruridang-u ndangan: dan 

b. Memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat 

baik daput diungkat u ntuk masa jabatan yang ketiga. 

Pasal 27 

c. Paling banyak 4 (cmpat) orang Direksi untuk 
jurnlah diaras 1 on 001. 

(2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada avat (1) dilakukan berriasarkan azas 

efisiensi dan efektivitas penguru san Perurnda Air Minum 
Tirta Warnpu. 

('.)) Direksi diangkat bcrdasarkar, hasil uji kelayakan dan 
kcpatutcn yang dilak u hct11 uld 1 'T'i 111 Profestorial. 

(1) .Jumlah Direksi ditetapkun bcrdasarkan jurnlah 
pelanggan dengan ketcntuan : 

a. l(satu) orang Dircksi untuk jumlah pelanggan 
sarnpai dengan 30.000; 

b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah 

pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; 
dan 

Pasal 26 

l. t idak sedang menjadi pengurus partai politik, cRlon 

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau 
calon anggota iegislatif 
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( 1) Direksi mernpunyai tugas: 

a. rnemimpin dan mengendalikan semua kegiatan 

Perumda Air Minurn Tirta Wampu; 

b. mP.rtpunpr1ikr111 n:~rn:,rnA k~ijB dan rencana anggaran 
Perumda Air Minum Tirta Wampu kepada Dewan 

Peng,.iwH~ u n l uk mendapatkan persetujuan dan 

disahkan oleh KPM; 

Pasal 29 

dengan mempunya1 benturan kepentingan 

Pcrumda Air Minurn Tirta Wampu. 

kepentingan Perurnda Air Min um Tirta Wampu. 

(2) Dalam ha1 terjadi keadaan sebagaiman» dirnaksud pada 

ayat (1) yang bcrhak mewakili Perumda Air Minum Tirta 
Wampu: 

a. Anggota Direksi Iainnya yang tidak mernpunyai 

be'n tu ra n kepentingan dengan Perumda Air Minum 

Tirta Wampu; 

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh An.ggota 

Direksi mempunyai benturan ke-pentingan dengan 

Perurnda Air Minum Tirta Warnpu: atau 

c. Pihak lain yang dihunjuk oleh KPM dalam ha] 
seluruh anggota Direksi clan Dewan Perigawas 

dcngan bertentangan yang kepentingan 

( 1) Anggota Direksi tidak berwenang rnewakili Perumda Air 
Minurn Tirta Wampu dalarn hal: 

a. Terjadi perkara di Pcngadilan a ntar Perurnda Air 

Minum Tirta Wampu clengan Anggota Direksi yang 
bersangkutan; dan/atau 

b. Anggota Direksi yang bersangkuran rnempunyai 

PasaJ 28 
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( l) Penghasilan Direksi Le rd iri dari gaji dan tunjangan. 

(2) Tunicngan sobngaimana dimaksud p:-1rlr1 ;-iyr11· ( 1) terdiri 

dari: 
a. tunjangan perawatan/kesehatan yangjuga termasuk 

istri/suami dan anak; 

h. tu njangan lainnya; 
c. Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa lainnya 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) 

mcm perh a tikan kemam puan pent sahaan 

Pasal 30 

mcminciahtuga.skan pegawai Perurnda Air Mi11u111 

Tirta Wampu dari jabatan di bawah Direksi; 

b. menandatangan i 11f':n-H'.r1 da 11 perhitungan laba atau 

rugi; dan 

c. menandatangam ikaran hukum dengan pihak lain. 

dan 

keuangan; 

g. mewakili Perurnda Air Minum Tirta Wampu baik di 

dalam maupun di luar perigadilan; dan 

h. menyarupaikan laporan berkala rncngcnai selu ruh 

kegiatan termasuk neraca clan perhitu ngan laba 

atau rugi kepada Dewan Pengawas. 

(2) Direksi mempunyai wewenang: 

8. rnengangkat, rnemberhen tikan, 

dan umum administrasi menyelenggarakan f. 

c. melakukan pcrubahan terhadap program kerja 

setelah mer ulapat persetujuan Dewan Pcngawas: 
d. membina pegawai Perumda Air Minum Tirta 

Wampu: 
e. mengurus clan mengelolah kekayaan Perumda Air 

Mirru rn Tirta Warnpu: 
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( 1) Pernilihan anggota Dewan Pengawas a tau anggota 

Direksi d ilakukan melalui se1eksi. 

Pasal 33 

Paragraf 5 

Pemilihan 

Direksi Perumd:..1 Air Minurn Tirta Wampu diberhenlikan oleh 

KPM. 

Pasal 32 

diberhentikan sewaktu-waktu dari j abat.an sebagai 

Anggota Direksi. 
(3) IJF.1lam hal ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dilakaanakan oleh KPM paling lama 20 hari 

kl:>1:j;;i sejak yang bersangkutun diangkat mcmangku 

jabatan baru sebagai Anggota Direksi jabatan yang 

bersangk u tan sebagai Anggota Direksi dinyatakan 

berakhir. 

sebagairnana dimaksud pada 

sanksi adrnin ist.ra.tif beru pa 
Pelanggaran ketentuan 

aya L ( 1) dikeriai 
(2) 

(1) Anggota Direksi dilarang merna ngku jabatan rangkap 

scbaaai: 
a. Anggot.a Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan/atau Badan Usaha Milik Swasta; 

b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan: dan ' atau 

c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan. 

Pasal 31 
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Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi 

berakhir jika: 

a. Meniriggal d unia; 
b. Masa jabatan berak h ir; dan/atau 

c. Diberhentik<1n sewaktu-waktu. 

Pasal 35 

Paragraf 6 

Perri bcrhentian 

(1) Ketentuan msngenai sP1Pk8i sebagaimana dirnaksud 

da lam pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan 

kernbali ariggora Dewan Pengawas atau anggota Direksi 
yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik 

selama masa jabatan. 

(2) Dalarn hal anggota Dewan Pengawas atau anggora 

Direksi diangkat kernba li sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) nnggot.n Dewan Pengawas da n 1=1np,1~ot;:i Dircksi 

wajib rnenandatangani kontrak kerja. 

Pasal 34 

(2) Seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (I) paling 

scdikit metiputi tahapan uji kt"'.l;.;_y;.;kan clan kcpatutan 

yeu ig dilakukan lcmbnga profe saional. 
(3) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi 

yang lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kerja 

sebelurn diangkat sebagai J\nggota Dewan Pcngawas 

atau anggota Direksi. 
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( 1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Direksi berakhir karcna diberhentikan sewaktu- 

Pasal 37 

mempcrpaniang atau mcmberhentikm1 anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Direksi. 

(5) Laporan periguru san tugas akhir masa jabatan anggota 

Dewan Pcngawas atau anggota Direksi yang berakhir 

ma.sa jaba tarmya sebagairnana dimak.sud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit 

tahunan d ari Kantor Akuntan Publik kepada KPM. 

untuk KPM pertim bangan dasar merupakan 

(J) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau 

anggot.a Direksi berakhir karena masa jabatannya 

berakhir scbagaima.na dimaksu d dRl:-lrn pasal 35 huruf 

b anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib 

menyampaikan laporan perigawasan atau pcngurusan 

tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum berkahir masajabatannya. 

(2) A.nggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan 

sisa pt~laksanaan tugas pcngawasan arau pengu: u;':Sc111 

yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu] bulan 

tcrhitung sejak berkahir masajabRJ,-rnnya. 

(3) Berda sa rkari laporan pengurusan tugas akhir rnasa 

jabatan sebngairnana maksud pada ayat (2) Dewan 

Pcngawas wajib menyampaikan pcnilaian ctan 
rekon1e11dasi aias kinerja Direksi kepada KPM. 

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan 

pen ilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dR n ayat (2) 

Pasal 36 
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Warripu Tirta Min um terhadap Peru mda Air 

dilaksanakan oleh KPM _ 
( 2) f) ewan Pengawas dapat menunjuk pcjabat dari Internal 

Perurnda Air Minum Ti ·t"' W' · 1 ~· arnpu u n ru k mf.'ml.ianLu 

pelaksanaan tugas Direksi sampai derigan pengangkatan 
Direksi definit if paling lama 6 (enam) bulan terhitung 

sejak tanggal kekosongan Direksi, 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan selu ru h anggota 
Dewan Pcngawas, pelaksa na tugas pengawa san 

Pasa138 

peTundang-undangan; 

c. Terhbat dalam tiridn k pidana kecurangan yarig 

mengakibatkan kerugian padc Perurnda Air 

Minum Tirta Wampu, Negara dan/Btau Daerah: 
cl. Dinyatakan bersalah dcngan putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap; 

c. Mengundurkan diri; 
f. Tidak lagi memenuhi persvaratan sebagai anggota 

Dewan Pengawas atau anggnt::i Direksi; dan 

g. Tidak tcrpilih lag1 datum hnl ndnnya perubahan 
kebijakan peuu-riutah daerah. 

peraturan ketcn+uan melak~i-1 na kan Ti<lak b. 

Direksi sebagarmaria dimaksud pada aya I ( 1) dilakukan, 

jika benl1-1s.=irkan data yang dupnt dtbuktikan sccara xa lt , 

anggota Dewan Perigawas atau Anggota Direksi yang 

bersangkutun: 
a. Tidak dapat melaksanakan tugas; 

dirnaksud wajib disertai ala san pemoernennan 
pcm berhen tian. 

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengewas atau Anggota 

waktu sebagairnnna d imaksud dalarn pa sal :35 huruf c 
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setelah 

Intern 

(I) Pada Perumda J\1r Min um Tirta Wampu dibenruk Saruan 

PP.11gc1wRs Intern yang merupakan aparat Pengawasan 
Intern PP-nJonho.etn. 

(2) Satuan Perigawas Intern sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dipimpin oleh seorana Kcpala yang 

bertanggurigjawab kepada Direktur. 

Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas 

scbagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

mendapat pertimbangan Dewan Pcngawas. 

(3) 

Pasal 40 

BAB VIII 

SATU AN PENG AW A'd I N'IERN 

pengernbangan Perumda Air Minu m Tirta Wampu. 
(3) Pemberian penghargaan clan tanda jasa kepada Pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 

ditetapkan dcngan Keputusan Direksi. 

luar biasa dalam orestasi , telah menunjukan 

(1.) Direk si mernbcrikan penghargaan kepada Pegawai yang 

mernpunyai masa kcrja sccara terus menerus selan i;-1 10 

(sepuluh) tahun, 20 (dun puluh) tahuri, da n 30 (tiga 

puluh) tahun vang besarnya disesuaikan dengan 
kerrn-m1p11-111 Perumda Air Minum Tirta Wampu. 

(2) Direksi mcmbetikan t arida jasa kcpada Pegawai yang 

Pawl 39 

Paragraf 7 

Tanrla ,TaSA 
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(2) 

Direktu r m · k enyampai ran hasi1 pemeriksaan Satua.n 
Penaawas lntc k d p · ...., . rn ·cpa a ejabat diha.wah Direktur 

u n tuk selanjutnya ditindaklanjun da lam rapat Direk.si. 
Direkt ur wajib memp~rhHtikan dan sczera ._, mengamhil 

langkah yri ng cl iperlukan atas segala scsuatu yang 
d ik ern ukakan dalam setiap hasil pemeriksa at I ..... _yang 
dibuat oleh Satuan PcnJ?;awas T n tern. 

(] ) 

Pasal 43 

(1) Satuan Pengawas Intern mernberikan laporan atas hasil 
pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan 

Dewan Pengawas. 

(2) Satuan Pengawas Intern dapat rnemberikan laporan atas 

hasil pelalcsanaan tugas eebugairnana dimaksud pada 

ayat ( l) k epada Dewan Pengawas, 

Pasal 42 

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 bertugas: 
a. Membantu Dirckei dalnrn melaksanakan p~meriksaan 

operasiorial dan keuangan Perumda Air Minum Tirta 

Wampu , menilai pengPndr1lian. pengclolaan dan 

pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Warnpu; 

b. Membcri keterangan tentang hasil pemeriksaan atau 

hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern 

dirrn=3ksud pada hu ruf a kepada Direktur; dan 

c. Mernonitor tindak lanjut atas hasi1 pemeriksaan yang 

telah dilaporkan. 

Pasal 41 
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(1) Perumda Air Minum Tirta Wampu dapat dinyatakan 

pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

Pasal 46 

BABX 

KEPAlLITAN 

urrtuk Pcrigawas disampaikan kcpada Dewan 

mendapatkan Pengesahan. 

(2) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) paling sedikit mernuat program kerja dan 
anggaran tahunan. 

(3) Direksi menyarnpsukan Rencana Kerja dan J\nggaran 

kepada Dewan Pengnwas paling larnbat pada uk h ir 

bu Ian November untuk ditandarangani bcrsama. 

(4) Rencana Kcrja dan Anggaran yang telah ditandatangani 

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

( 1) Direksi wajib mcnyampaikan Reucana Kerja dan 

anggaran yAng merupakan penjabaran tahunan dan 
Rf!ncRnn. Bisnis. 

Pasal 45 

BAB IX 
RENCANA KERLJA DAN ANGGARAN 

Dalarn melakukan tugasnya, Satuan Pengawas In tern wajib 

menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam 

Perumda Air Minum T'irta Wampu sesuai dengan tugas dan 
I anggungjawab. 

Pasal 44 
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merigambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan 

dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi 

aset yang bersangkutan. 

(2) Dalarn hal Pernerin tah Daerah tidak dapat mengarnbil 

alih yang dipergu nakan u utuk melayani kebu tu ban 

da sar masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat ( J) 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar 

masyarakat climaksud. 

pailit dipergu nakan u ntu k rnelayani 

dasar masyarakat, Pemerintah Daerah 

din ya ta ka n 

kebutuhan 

(1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Warnpu yang 

Pasal 47 

(2) Direksi hanva dapat mengaiukan permohonan kepada 
pengadilan agar Perurnda Air Minum Tirta Warnpu 

dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan rla ri 
Bupati dan UJ-Jl-<D. 

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kerataian atau 

kesalahan Direksi clan kekayaan Perumda Air Minum 
Tirta Wampu tidak cu ku p untuk menutupi kerugian 

akibat kepailitr111 lf-'1·~ebut, setiap anggotr, Dircksi 

bertanggungjawab secara tanggung renteng aras 
kerugian tersebut. 

(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku j uga pada anggora Direksi yang salah atau lalai 

yang sudah tidak mcnjabat S (lima] tahuri sebelum 

Pcrurnda Ai1· Minum Tirta Wampu dinyatakan pailit. 

(5) Anggotri nirt>ksi yang dapat mcmbuktikan bah wa 
kepailitan buku karena kesalahan atau kelalaian tidak 

bertanggungjawab secara t·Anggnng renteng atas 

kerugian dimaksud. 
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Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh unit 
pelayana n Peru sa haa n Di-lf'r;..i h Air Min urn Tirta Warnpu yang 
telah terbcntuk rncnjadi unit pelayanan Perumda Air Min urn 

Tirta Wampu. 

Pasal49 

BAB XII 
l<ETENTUAN PERAUHAN 

a. pemenuhan dana cadangan; 

b. peningkatan kuantitas, kualitas, darr kontin uitas 

pelayanan urnurn, pelayanan dasar, dan usaha 

perintisan Perumda Air Min um Tirta Wampu; 
c. dividen yang rnenjadi hak Daerah; 

cl. tantiem untuk Direksi clan Dewan Pengawas; 

e. bonus untuk pegawai; dan/atau 

I. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-u nclangan. 

(2) Penggunaan laba Perurnda Air Minurn Tirta Wampu 

sP.hReaimana dimaksud pada ayat (1) dipriorita~kan 

untu k peningkatan kuantitas, kualitas, clan kontinuitas 

peJayanan umum, pclayarian dasar , d;.-m usaha 

perintisan setelah dana cadangan dipenuhi. 

(3) Besaran penggunaan laba Perurnda Air Minum Tirta 

Warupu ditetapkan setiap tahun oleh KPM. 

(l} Laba Perumda Air Minum Tirta Wampu diguriakan 
untuk: 

Pasal 48 

BAB xr 
PENGGUNAAN LJ\BJ\ 
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Pada saat peraturan daerah ini mu lai berlaku , penyertaan 

modal yang telah ditctapkan kepada Perusahaan Daerah Air 

Pasal 53 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: 
a. seluruh pegawai tctap Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Warnpu mcnjadi pegawai tetap Perumda Air Minum 

Tirta Wampu berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak 

tcrtcntu; 

b. seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air 

Minu m Tirta Warnpu mcnjadi pcgawai tidak tetap 

Perurnda Air Minum Tirta Warnpu berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tcrtentu: 

c. hak dan kewaiiban an tara Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Wampu dengan pegawai Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Wampu menjadi hak dan 

kewajiban Perurnda Air Minum Tirta Wampu, 

Pasal52 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh 

kekayaan , hak clan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Wampu menjacli kekayaan, hak dan kewajiban Perurnda 
Air Minum Tirta Wampu. 

Pasal 51 

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah 

ditetapkan sebelum bcrlakunya peraturan daerah ini tetap 

berlaku sam pai clengan berakhirnya periodesasi masa jabatan 

dirnaksud. 

Pasal 50 
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Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku , Peraturan 

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 1985. ten tang 

Pcndirian Peru sahaan Daerah Air Minum, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pas;:il S6 

Pada saat perat uran daerah ini mulai berlaku, sernua 

pcraturan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan daerah ini. 

Pasal 55 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, sernua 
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat 

Nomor 10 Tahun 1985 ten tang Peridirian Peru sahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Langkat dinyatakan maeih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
d aerah ini. 

Pasal 54 

KETENTUAN P~NUTUP 

BAB XIII 

Minum Tirta Wampu, namun belurn dilaksanakan, menjacli 

penyertaan modal kepada Perumda Air Min urn Tirta Wampu. 
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Salinan sesuai dengan aslinva 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANG KAT TAIIUN 2022 NOMOR ... 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TTRTA WAMPU: \.~'!"/ ~~~ · 

INDRA SALAHUDIN 

nd 

Diundangkan di Stabat 

pada tanggaJ .. ~~.-:'" .. ~ .. 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT 
I 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal .. 1.~: .. ~.:. 2022 
PLT. BUPATl LANGKAT 

WAKIL BUPATI 

ttd 

SYAH APANDIN 

memeriniahkan pengundnngan Peraturan Daerah in i dengan 

penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat. 

setiap diundangkan. Agar 
pada tanggal 

mengetahuinya, 

berlaku 

orang 

mulai ini Peraturan Daerah 

Pasal 57 
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tentang Perusahaan Daerah. 
Lebih Ianjut dalam Pas.n l ·10'.2 Gyat (2) Uriclarig-Uriclarig Norn o r 2~ 

Tahun 2014 tentang Pemerirrtalran Daerah mcnycbutkan bahwa badari 

usaha milik daerah yang tdah mfo .sebcJum undang-undang ini. berlaku, 

wajib menyesuaikan dengan ketcnt.uan dalam undang-undang irii dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga] tahun terhitung sejak unclang-undang ini 

diundangkan. Ketentuan ter'sebut memertntahkan kepada pernerintahan 

daerah untuk segern melakukan pcnycsuaian terhadap benruk hukurn 

perusahaan dacrah yang ada di daerah masing-masing. 

Salah satu kctentuan yang diatur dalarn Undang-Undang Nom01- 23 
Tahun 201'1 tcntang Peureriruaban Daerah adalah d 

< . a ariya pengatu ran 
mcngenai bcntuk hukurn badan u.saha m ilik daerah yarig sebelurnriva 

. b . 

berbentuk peru sab aan daerah dan p .... 1- .. h , · · 1· • .cu v Ut-id r1<m pct scroan mcnJac 1 perscro;111 

urn urn dacrah dan perusahaan perseroan riaera h y:::ing disebutkan dalam 

Pasal 331 ayat (3). Hal tersebut herart i hadan usaha milik daerah haru s 
i)Cl'i)cntuk '.2 (dua] pilihan badari hu kum yaitu pcrusahaan um um atau 

pcrusahaan pcrscroan, Kctcntuan ini mcrupakan pcrubahan dari bcntuk 

p1":rus,1lrnan rlaerah yang diatur dalam Undang-Undanz Nomor 5 Tahu n 1 ~)6'2 

pemerintahan 

beberapa kali dan yang 

'I'ah u n 201.4 Lentang 

Sei h . jara panJang pemcrinlahan daern h yang sudah J 1 ih d -· 
• • t:> • u c :n au seterigah 

abad Lelah · . rncngisi pe1Jalanan bangsa indonesia. Pengaturan 
daerah dalam tata hukum negara telah mengalami 

krnkhir adalah Undang-Und;:uig Nornor 23 
Pemerintahan Daerah. 

I. UMUM 

PEN,JELJ\SAN 

ATAS 
PBRATUR1\N DAE!-{AH l{AJ3UPATENLANGKAT 

NOMOR ?.. Tl\1 IUN ~e~;) 
TENT/\NG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH Allx MINUM TIRTA Wl\MPU 
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Pasal 6 
Huruf a 

Cu ku p jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Avut (2) 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Ayat (1) 

Cu k up jelas. 

Pasal 3 

Ydug d iruak sud denga:n "peratrhan bcntuk" adalah peru ha han benr uk 

bad an hukum dari pcrusahan dacrah mcnjadi pc; usahaan u 111 u r r I 

dacrah. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Ixtilah clan pengertian yang dicant.urn kan dalam Pasal ini mcrujuk 

kep::tcla peraturan pcrundang-unchrngan yang mengatur tcntang 

Pemerintahan Uaerah serta Dadan Us~ha Milik Daerah. 

11. P/\SAL DEMT PASAL 

Di Kabupatcn Langkat, salah saru peru~ahaan yang adn sebclum 

berlakunyr:i Undang-Undang Nornor 2:1 Ta h u n 2014 tcrrtang Perncrintahan 

Daerah adalah Perusahaan Daera h Air Minum T'irta Wampu Ka bu paten 

Langkui. Sehingga untuk melaksanakan peri ntah penyesuaian bent.uk badari 

uxa ha rnifik d~erah perlu dibcntuk Pei af.u 1:-t11 D,wrah tent ang Pcru sah aan 
Umum Daerah Afr Minum Tirta Warnpu Kabu paten Langkat. 
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Huruf d 

Cuk up jelas. 

Huruf c 

Cu ku p jela s. 

Huruf b 

Cukup jelas, 

Pasal 8 
Huruf a 

Cukup jelas. 

perusahaan agnr mcnghasilkan kctnarifaaran ckonomi yang 

bcrkcsinambungan dan keseim hangan h11 bungan an tar pemo ngku 
kepcn ti ngun. 

mengendahknn dan pengelolaan yang mcngara hkari sis tern 
Yang dimaksud dengan 'Tata Kelola Pcrusahaon Yang Baik" aclalah 

Pasal 7 

Htrr uf f 

Cu kup jelas. 

Hu ruf e 

Cu ku p jelas. 

Hu ruf cl 

Cukup jclas. 

Cukup jclas. 

Huruf c 

l lu ruf b 

Cukup jelas. 

..., ., - 



Huruf lJ 
Cukup jelas. 

Ayat (2j 

Huruf a 

Cuk u p jela s. 

r';..1s;..il I I 

Ayat (1) 

Cu ku P jelo s. 

A_yHt (3) 

Penetapan modal scbagaimana dimaksud merupakan hasil au dit 
Kantor Akuntan Publik terhadap sclu ruh axer Perusahan Duerab 

Air Minurn Tirta Wampu. 

Yang dirriaksud dcngan "Kekayaan Dacrah Yo.ng Dipisahka.n" 

adalah kekayaan Daerah yang bera sa] dari Anggarnn 

Pendapat.;::m clan Belanja Daerah urit uk dijadika n penycrtaan 

modal Daernh pada Perurnda Air Minum Tirta Wampu. 

Ayat (2) 

Cu ku p jeIas. 

Ayat (1) 

Pasal 10 

Pasal9 

Cu kup jelas, 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelo s. 
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Hu ruf c 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Culcu p jelris. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cu k u p jelas. 

Ayat (1) 

Cu kup jelas, 

Pasal 13 

1 Iuruf c 

Cu ku p jr.lax. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayar (2} 

Hu ruf a 
Cuk.up jelas. 

Pasai i2 
Ayal (1) 

Cu k up jelas. 

Huruf d 
Yang dirnaksud dengan "Surnber Modal lainnya yang Sah" 
adalah pinjaman yang berasaI dari lembaga ke uariga n 

bank atau nonbank seeu ai dcngan kctcrrtu an pcraturau 

peru ndang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas, 

Hu ruf c 

Cukup jelas. 

Hu ruf b 

Cukup jelas. 

!Jnsttl 16 

Huruf a 

Cukup jclax, 

r;-111gl«-1 evnlunsi, pembinaan dan cliprioritaskau da l..-1, r, 
pcngawasan Pr:1 u11Hlc1 

Ayat {3) 

Pejabat Perneri nl.ah Pusat clan Pejubut Pemcrintah Dacrah 

Ayat (2) 

Yarig dimaksud dcngan "u naur independen" adalah ariggota 

Dewan Pcngawas yang tidak ada hu bungan kolunrgn atnu 

hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang snharn. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Hu ruf c 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Hu ruf a 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
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Hur uf b 

Cukupjelas. 

f>a~B.l 19 

Ayat (1) 

Hu r-uf a 

Cukup jclas. 

Pasal 18 

Cukup jclas. 

Pnsnl 17 

Cukup jelas. 

Hu ruf k 

Cu ku p Jr.lr-i~. 

I Iu ruf j 

Cuk.up jclas. 

Hu ruf i 
Culcup jclas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Hu ruf s 
Culcup jP.1:-is. 

Huruf f 
Cukup jela.s. 

Huruf e 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Hu ruf c 

Yung dimaksu<l dengan "dapat menimbulkan koriflik 

kepontingnn" ("1.dctlt:111 kuudisi anggota Uewan Perigawas 

yang mcrniliki kepcnting;-n1 pribadi unt.uk menguntungkan 
diri sendiri dan/atau orang Iain datam penggunnan 

wewenang schingga dapat rnempcngaruhi rietr aiil.as dan 

kualitas keputusan clan/ ai.a.u tindakan yang d ib u ar 
dan / a tau dilaku kannya. 

Huruf b 

Cukup jclas 

/\yot (1) 

I Iuruf a 

Cukup jelas. 

Pas» 1 '.21 

Ayat (3) 

Cukup jela s. 

Ayat (2) 
Cu ku p jel as, 

Pc1sr.11 20 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas 

t\ ya t ('}.) 

Huruf a 
Cuku p jc:lr.ts. 

- 8 - 



- 9 - 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cu ku p jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelo s. 

Huruf g 

Cukup jclas. 

Hu ruf f 

Cu kup jelus. 

I Iuruf c 

Cuk up jelus. 

I-Iuruf d 
Cuk.up jclas. 

l luruf c 
Cukup jclas. 

Huruf lJ 

Cuk up jelas. 

Cuk up jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Huruf a 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 



Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jcla s. 

Cu k up jcl a s. 

Huruf f 

Hu ruf e 

Cukup jelas. 

Hu ruf d 

Cukup jelas. 

Hur ul c 
Cu kup jeh-1~ 

Lluru r b 

Cukup jclas. 

PHs8l 25 
Hu ruf a 

Cu ku p jelas. 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Ay,il (4) 

Cukup jclas. 

Ayal (3) 
Cu ku p jclas 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

- I. 0 - 
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Hu ruf b 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

1-1 I ll"llf a 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (2J 

Cuk up jela s. 

Cukup jelas. 

Hu ruf c 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Huruf a 
Cuku p jr-lax. 

I 1 uruf 1 
Cukup jclas. 

Hu ruf k 
Cuk up jcla s. 

I luruf j 
Cu ku p jelas. 

Hu ruf i 
Cukup j clu s. 
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Hu ruf c 

Cu ku p j~l:1~. 

l Iuruf cl 

Cuk up jelas. 

Huruf r: 

Cu ku p jelas, 

Hu ruf b 

Cukup jelas. 

/\yat (1) 

I Tu rut' a 
Cuk.up jcIas. 

Pusal 29 

Huruf c 

Culrnp jf""'.1ils. 

l-Iu ruf b 

Cukup jelus. 

Ayat (2) 
Hu ruf a 

Cu kup jclas. 

Huruf b 

Cuk up jelas. 

Ayat (1 l 
l luruf a 

Cukup jelas. 

Pasnl ~rn 
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P8Sa.l :3 l 

Ayar (l) 

Iluruf a 

Cukup .ieh·is. 

I Iuruf l- 

Huruf b 

Cukup je-las. 

c.. k 111, .i~iHs. 

Ayut (2) 

l Iu ruf a 

Pasal 30 
A_yc1f (1) 

Cu k up jd;-1s. 

H1Jr11r c 
Cukup jelas. 

Hu ruf b 

Cuk u p jclas. 

J\yat (2) 

J-Turuf a 
Cukup jclas. 

Hu ruf h 
Cuku p jelns. 

Huruf g 
Cukup jclas. 

Hurut t 

Cukup je las. 



Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Yang dimak sud rlf·mgan "lcm baon prcfcsional" dal. l I • r.;, ~ a u ct 1 em hrig:::i 
pemeriniah atau swasta yang berkornpeten di bidarignya. 

Ayat (2) 

J\yat(l) 

Cukup jelas. 

Pa~<'tl 3:2 

Cukup jclas, 

Ayat.(:~) 

Cukup jelas. 

Ayal (2) 

Cukup jclas. 

Yang dirnukxut l 1.h:11gr111 "dapat mcriim bulkun konfhk 

lu-'pPnting~n" adalah konclisi anzzota Direksi y<:mg merniliki 

kcpen tinga n pribadi untuk menguntungkan diri sendiri 
dani a tau orang lain <lalam penggunaan wewcnang, 

sehingga dapal mcmpengaruhi netr'alitaa dan kualitas 

keputusau dc1n/ atau tiridalnn ynn1?; clib uut dan z atau 

dilak ukarinya. 

Huruf c 

Hu ruf b 

Cu ku p jelas. 

Cukup jelas. 

- 14 - 
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Cu ku p jelas. 

Ayat (1) 

Ayat (5) 

Cukup jela s. 

Ayat (4) 

Cu kup jclas. 

Aynt (3) 

Cukup iclas, 

Ayar (2) 

Cu k up jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jclnn. 

Pasal 36 

Hu ruf c 

Cukup jclas. 

l l u ru i h 

Cukup jelas. 

Cu k up jelas. 
Huruf a 

Pasal 35 

Ayat (2) 
Cu kt rp jf-'l;is. 

Ayat (1) 
Cukup jclas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat ( 1) 

Cuk up iclas. 

Pasal 39 

Avat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cuku p j clas, 

I Iurul g 

Cukup jcln.o. 

I Iuruf f 
Cu k up jelas, 

Hu ruf e 

Cukup jclas. 

I Iuruf cl 

Cukupjdas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cuk.up jelas. 

Ayat (2) 

Huruf ~~ 

Cu ku p jelas. 



Pasal 4?. 

Tiuruf c 

Cu k u p jelas. 

Hu ruf b 

Cukup je las. 

Pasal 41 

I Iu ruf a 

Cu k up jclas, 

Ayat (3) 

Cuku p jclas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal40 
Ayal (1) 

Yang dimaksud dcngan "satuan pengawas intP.rn" adalah unit 
y::-mg dibentuk oleh dircktur Perurnda Air Minum T'irta Wampu 

untuk mcm.bcrikan ju tu i na.n (assurance) ynng independen da n 

obyektif atas pclaporan keuangan serta melakukan kegiatan 

konsultasi bagi manajemen dcngari t ujuan uni u k mcningkatkan 

nilai ( value) clan memperbaiki opera.siorral peruxahaari mclalui 

evaluasi dun penirigkatari ofektivit as manajemen resiko, 

penzendalian, clan ta.ta kclola perusahaan. Bentuk .c;~t u a n 

pengawas intern menyesuaikan deugan ketentuan perat u ran 

pcruridang- undangan yang me:ngat u r sektor usaha y~ng 

borsangkutan, misalnya rl:-il:.m1 I 1irl,rng pcrbankan. sul uun 

pengawas interri dipimpin olch anggota Direksi. 

Ayat (3) 

Cuk u p jdas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

PasRl 46 

Ayat [I] 

Cu kup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

/\yal (3) 

Cu kup jclas. 

Ayat (2) 

Cu ku p jelas. 

Pasal45 

Ayat (l} 

Cukup jelas. 

Pasul !J·1 

Cukup jelas. 

Ayat (2} 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jclas. 

Pasal 43 

Ayat (2) 

Cukup jela s. 

Ayat, (1) 

Cukup jcla s. 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

I-Iuruf e 

Cukup jela s. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Hu ruf a 

Cukup jelas. 

Pa sa l 48 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal .tl7 

Ayat (I) 

Cu ku p jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayal (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (J) 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasa! 54 

Cuk up jelas. 

Pasal 53 

Cu kup jelas. 

Huruf c 
Cukup jclas, 

H11r11fb 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Huruf a 

Cu kup jclas. 

Pasal 51 

Cu ku p jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jolas. 



Cukup j el aes, 

TAMBAHAN LEMBARAl\f DAERAH KARUPATEN LANG!<AT NOMOR .. ~0 

Pasal 5i 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
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